KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 416 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang

Mengingat

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas
tentang Penetapan Standar Pelayanan Pengaduan
Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyumas;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149):

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
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10.

11.

12.

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum  Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 377);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/
Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional
Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format
Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG  PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
. . . Pada tanggal : 31 Desember 2023
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS,
Kastbhbag Hukum dan SDM,

A SO
~4 N
/ > J/ Ttd.

‘Tyn .Hr .
SEKRETARIA ROFINGATUN KHASANAH

14
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 416 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NO

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

Persyaratan

1

Identitas Pelapor (KTP Elektronik dan Nomor
Handphone/ Whatsapp)

2

Bukti/Dokumen Pengaduan

Sistem, Mekanisme, dan
Prosedur

Mengirimkan aduan secara lengsung di kotak
pengaduan atau melalui emal dan sarana lain
yang disediakan

Mengisi Formulir Pongaduan

Mengisi Buku Register

Momperoleh tanda bukti konsultasi

Hasil Tanggapan teftadap pengaduan

Ul h|WIN

Berkas pengaduan dan kertas kerja, disposisi

Pemberitahuan Pemenuhan kelengkapan
materi pengaduan dan tanda terima/bukti
penerimaan pemberitahuan

Jangka Waktu
pelayananan

14 (empat belas) hari

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk pelayanan

Surat Pamberitahuan dan ringkasan penanganan
serta tanda terima atau bukti pengrriman

Penanganan pengaduan,
saran dan masukan/
apresiasi

Melalui Prosedur Permohonan Pelayanan Publik

PENGELOLAAN PELAYANAN

MANUFACTURING)

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Layanan Publik

Sarana dan prasarana,
dan/atau fasilitas

Alat Tulis Kantor, Komputer, Kamara, Perekam
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NO KOMPONEN URAIAN
Memiliki sikap ramah, murah senyum Memiliki
3 |Kompetensi pelaksana pengetahuan terkait proses peleyanen pengaduan

masyarakat

Pengawasan dilakukan oleh Sekretaris KPU

4 |Pengawasan internal Kabupaten Banyumas
5 |Jumlah pelaksana 2 (dua) orang
6 |Jaminan pelayanan 1 Maklumat Pelayanan
Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
7 Jaminan keamanan dan Bagan Alur Pelayanan Pengaduan Masyarakat
keselamatan pelayanan
3 Evaluasi kinerja Evaluasi dan pelaporan dilakukan setiap 1 bulan
pelaksana sekali
Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 31 Desember 2023
Salinan sesuai dengan aslinya KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS

ROFINGATUN KHASANAH
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